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TENTANG
ITRAIAN TUGAS DAN FIINGSI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ARDOER RAHEM

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI STTURDNDIO,

hahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan
kelembagaan di Kabupaten Situbonde, tcrdmpat perubahan mgas dam
fumgsi Rumah $akit Umum Daerah Dokter Abdocr Rahem Kabupaten
Stiubando;

kahwa pona maksud sebagaimana hurul a konsideran ini, Pemuluran
Bupati Nomor 65 Tahun 2008 tentang 1Jraian Tugas dan Fungsi Rumsah
Sakit Umum Dacrah Kabupaten Situbondo sudeh tidak scsuai lagd dalam
perkembangannya schingea perlu diganti;

bakwa guna maksud sehagaimana hunif a dan b konsideran ini, perlu
mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sekit Hozme Dacral Probzer
Abdoer Kabupaten Situbenda yang pelaksannannya ditetapkan dengan
'eraturan Bupati.

Tindang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lcutang Pernbentukan [laerab-
dacral Kahupaten Dalas Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaren
Negara Republik Indomesia Tamm 1950 Nomor 19, Tambadwm
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 97;

Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1974 temeng Pokok-pokek
Kepepawaian {Lemberan Megara Republik Indoresia Tobwm 1974
Noror 55, Tambahan Lembarm Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimuna telah diubah depgan Undang-Undang Nomor 43
Tahun (999 tenfang Perubahan Amas Undang-undang Nomor & Tabun
1974 tentang Mokok-pokok Kepegawaian {Lembaran Negara Republik
Indotiesia Tahun 1999 Momor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsta Mommor 3890

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keusngan Negara
(Lembaron Newara Republik Indomesia Tabm 2003 Nomow 47,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomeor { Tehun 2004 ientang Perbendabaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahmmn 2004 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Newara Republik 1Indonesis Nomeor 4355) ;
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Undang—{indang. Nomer 70 Tabun 2004 woumg Pembentakan Perauzan
Penundangzundangan (Lembezan Wegara Repobiik Tndomesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambehan Lernbaran Megara Republik Indonesia Nomor 4389)
Undang-Und:mg Nomoe 25 Tahun 2004 temang Sistem Perencanaan
Pemnbangunan Nasional { Fembaran Negara Republik Indonesia Tahum
2004 Nomor 1{4, Tambahan Lembamm Negara Repubiik Indemesia
Notnor 44217;

Undang—{Jndang Nowmor 32 Tahun 2004 {cntang Pemerinighan Daerah
{Lembasan Negara Republic Indonesia Tabun 2004 Momor 125,
Tambahan ELembaran MNegara Hepublik Indonesia Nomor 4437)
schagaimuna telab dinbab Jdengan Undang-Undeng Nomor 12 Tahun
2008 rentong Perubahan Kedua Atas Undang-TUindapg Nomor 32 Tahun
2004 wntang Pemetintshan Deerah (lembaran Nepars Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844];

Undanp—tndang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanygan
Antzra Pemerintgh Pusat dam Pemernintalag Dacrab (Lembesan Negans
Republik Indonegia Talnm 2004 Nomor 126, Tambahan Lersbaren
MNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undemg-Undanp Nomor 3¢ Talmn 2005 tentang Kesckmian (benrbaran

Negara Republik Indomesia Tabun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonrer 3063 ],

Undang-Undang Nomor 44 Talnm 2009 tentang Rumah Sakii
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2009 Nomor 133,
‘Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3072);
Perehran Pemerintah Nomor 28 Talun 572 tentang Panubahan Nama dan
Pemindshan Tempat Kedudukan Pemenntzhan Daerah Kabupaten Penarokan
{Lembrzn Negsrz Republik Indonesie Taven Y972 Nomer 38y,

Peraturan Pemetintah Womor 100 Tahun 2000 tentang engangkatan
Pepawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 2060 Momor 197, Tambahan Lembargn Negam Nomor 4U1E)
sebagaimann tclah diubsh dengan Persturan Pemerintzh Nowor 13
Tahun 2002 (Lemberan Negara: Repeblik Indonesia Tabinn 2002 Nomor
13, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194}
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tshim 2003 tenlmg Wewenang
Penganpgkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabum 2003 Nomor L5,
Tambahan Fembaran Negara Republik Indonesin Nomar 4263);
Peraturan  Pemerintzhi Nomoco 58 Tabar 2005 temtang Pergelofaan
Keuanpan [herah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 140, Tambahan [ .embaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4578);

Pergturan Pemerintah Nomor 79 Tahun )05 temtang Pedoman
Pembingetr dan Pengawasan Penvelengparaon Pemernntaban Decrak
(Lembaran Megara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 163,
Tambahan Lembarzn Negara Republik Indoncsia Nomor 45%4);
Peraturan Pemerimiah Nomer 38 Tahon 2007 tentang Persbagian Uraosam
FPemerintahan Antars Powermtab, Peocriolabene Dacrah Propinsi, dan
Pemerimiahan Dserabh Kabopaten/Kot (Lembaran Negam Repubdik
[ndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Mepara
Republik Indonesia Nomeor 4737);

Peraturan Pemernintzh NMomor 41 Talwm X temtang Urpamisas) Perangkast
Daerah (Lembarar Megara Republik Isbonesian Tabun 2007 Nomer 89,
Tambehan I smbaran Negara Repoblik ndonesm Nomor 4741
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Meraturan Moncerd Dajam Neperi Womor 13 Tatmn 2006 entang
Pedoman Penpelolaan Keuangan Dacrah sebapaimmana telah diabah
denpan Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomer 13 Tahum 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuanpan Daersh;

Pemtran Menteri [Jalam Negeri Nomor 15 Tahan 2000 tenasg Jouis
dan Bentuk Produk Hukum Daeruh;

Permturen Menteri Dalam Negeni Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosethur Penynsunan Produk Yhakim Dracesh:

Peratran Mentenn Dalam Megeri Nomor 23 Tahun 2007 tentrmg Pedoman
Tata Cara Pengawasan Alas Penvelengparann Pemernoiah Dacrab;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Talmm 2007 {entang
Pengawasan Peratoran Daerah dan Peraban Kepala Dagrah;

Pergturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Tekrus Penatasn Organisasi Perangkat Dacral;

Peraturan Daerah Kabupaten Sitobonde Nomor 02 Tatun 2008 tentang
Urrsan Pemertmtaban Deerah Kabupaten Situbondo (Lentbaman Daerab
Kabupaten Sitibando Tehun 2008 Nomor 02) 4

Peraturan Dhaerah Kabupaten Situbondo Momor 08 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tatn Kerja Rumah Sakit imum Baerah
Kabupaten Situbondo (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tamm
2008 Nomor (15) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor (15 Tahun 2009 tentang
Name Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Situbondo
{Lembaran Deerah Kabupaten Stubondo Tahun 2004 Momor 05).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABBOER RAHEM

KABUPATEN SITURONDO
RAB{
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

k.
2
3.

TDiaerah adalah Kabupaten Situbondo.

Buopati adalah Bupati Siabondo.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yvang sclanjoteya discbast DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Naerah Kabupaten Situbondao.
Pemerintahan Dacrah  adalah penyelengearsan urusan pernerintahan
olegh pemerinizh dserah dan DPRED menunst asas otonomi dan bugas
pembantuan dengan prinsip otonomd seluas-lossnya dalame sistem dan
prinsip Negarz Kesatuan Republik Indonesia scbugimana dimeksed
dalarn Undang-TTndang Dagar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenppar: pemerintahan daemb

Rumah Sakit Umum Dacrah Dokter Abdoer Rahem yang selanjutnya
disebit RSUT adalgh Romah Sakit Umwm Daemb: Dolger Abdoer
Rahem Eabupaten Situbondo.

Dhrcktur Rumah Sakit Umum Daexah Dokter Abdoer Rahem, yang
selamutnya disebut Direktur adalah Direkhr Rumah Sakit Tlmum
Daerah Dokter Abdver Rahemn Kabupaten Situbondo.
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BARIT
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGST
Pasal 2

Rumah Sakil Umum Daerah Dokler Abdoer Raberm mevapukan umsur
pelaksans Pemertnizh Dacrgh di bidang pelayanan kesehatan perovangan
khususnya pelayanan kesehatan rujukan.

Rumeh Sakit Umum Daerah Duokter Ahdoer Rahem dipimpin oleh
seorang Lrekr yang berada di bawah dan bertanggumg jawab kepada
Bupati melaba Sekretaris Daerah.

Rumah Sslat Umum Dacrah Dokicr Abdoer Rahem  dalam
melaksanakan tugasnya di bidang tekmis admintstrasi dibina dan
dikaordinaszikan oleh Sekretaria Dacrah.

Paxal 3

Rumak Sakit Umum Daerah Dolder Abdoer Rahem: fnempunyal tugas
membemu Bupati delam melakswmkan kewenanpan di bidawg pelayaoan
keseharan peroranyan.

Pasal 4

Dalam piclaksanakan tugas sebagaimana dimakeud dalam Pasal 3, Rumah
Sakit Vit Decrak Rokitor Abdoer Rahern menvelenggarnkan fiazgsi:

a.

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan permangan
yaitu pelayanan kesehatan yong menguiamekan pengobatan  dan
pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan percegaban
penyakit;

wajih dilak=anakan di bidang pelavanan kesehatan;

Penyelengparaan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit denpan
memperhahkan kaidah ekonomi tanpa melurpakan fumgsi sosiat kepada
masyarakat sebagai kewajiban duri Rimmah Salkct milik pemerintah;
pemerintak dan lembaga—tembaga lainnya;

pengeloduan urusan ketatausahaan dan keuangan;

pelaporan hasi] pelaksanaan tapas;

pelaksanaan fugas kedinazan lain yang diberikan oleh Bupatt.

BABIII
ORGANISASI
Fasal 5

Organisasi Ramah Sekit Umnum Deerah Dokter Abdoer Rahem terdin dari :

a,
h.

Oinsfiur.

Bagian YTata Uszaba, membawahi :

I.  SubBagan o

3. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Sub Bayian Perencansan, Evaluss: dan Polaporan.
Bidang Pelayanan, membuwahi :

1. Sekst Medis;

2. Soksi Keperawaton,



d. Bidang Penunjany, membaveahi
1. Scksi Perunjang Medis;
2. Seksi Penuniang Mon Medis.
Bidang K.eunngan, membawaht :
L.  Seksi Perbendnharaan;
2. Scksi Penpelolaan Diana Intern.
f.  Komite
Staf Medik Fungsional

f

Pasal &

(1) Bagian dipimpia oleh Kepala Rogian, Bidang dipimpin dleh Kepala
Bidany yany masing-masing berada di bawsh dan bertangming jowah
kepada Direktur.

{2) Masing-masing Sub Bagan dipmmpin oleh Kepala Sub Dagan yang
berada di bawah dan bertatguung jawsb kepada Kepals Bagian,

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Scksi vang berada di bawah
dam bertanggung jawah kepada Kepala Bidang.

BABIV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSE
Bagian Kesatu
DIREKTUR
Pagal 7
Direktur mempunysi  tagas  memimpin, melakolan  koordinnsi  dan
prengendaliar dalam penyclereparaan kegtatan ot bidane pelayaatr keschatan
PELOTANZAD.
Buagfan Kedua
BACTAM TATA USATIA
Pasal 8

Bagian Tata Uspha memprmysi tugas memberiken pelayonan ketatausahaan/
adrniniatras: kepada seharab: satusn organisas: dalem livphuran Raonalh Saki
tImum Daeerah Dokter Abdoer Rahem.

Payul 9

Dalam melaksanalkan tugas sebagaimana tersebut dafam Pasal &, Bagian Tata
Tlzaha menyelengrarakan finpsi -

4 penvusunan remcana kebutohan pelavanan kKetotonsahasn/administrasi:
b.  penyusanar rencana kegiatan dan tarpet kinerjas

¢. pengawasan, pengendalian, pengkoordibasian pelaksapaan kegiatan
administrasi umum, kehvmasan, kepegawsdan, pendidikan dan pelatihan,
Jogistik {perlenghkapan dan pergudangm) serta inventaris;

pelaksanaan evahiasi dan pelaporan kegiatan:

pelaksanem kepratan ketstansahagn;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan,

pelaksanann tegas kedinasan Lain yang dibetikan oleh Direlciur.

w mo A
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Paragraf I
Suh Bagian Umom
Pasal 110

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 boruf b angka
I, mompumyx togss melaksarskan  penpelolssn urosen tmin ol
keprotokolan, rumah tangpa dan perlengkapan di lingkungan Rumah
Sakit T Maermh Dokter Abdaer Rabem,
Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksed pada ayal (1), Sub
BRagian Ufmum menyelenggarakan fingsi :

a.  pelaksanaan admisistrasi percnteras, yaitu pengelolmas siat-
menyurat, tata kearsipan, perjalanan dinas, penggandaan, dan surat
keterangan lainnya;

pelaksanaan kegiatan kerumahtanggam;

pelaksanaan kegietan kearmanan, dan ketertiban;

peagelolaan da adminstins soana ransportasi;

rengeloiaan administrasi barang dan inventaris;

peclaksanaan kegiatan ketatausahasn;

pelaparan hasil pelaksanasn mpgasnya kepada Kepala Bagian Tata
Lisaha; dan

pelaksanaan lugas kedingsan Ixin yang diberikar oleh Kepola
Bagian Tata Usaba sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagisn Kepeyrawaian
Pasal 11
Sub Bagian Kepegawaian sehapaimans dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
smgrka 2L, mempunyal tzas melaksamskan pevgelolaan kepegawaian &
lingkungan Rumah Sakit Umum Daerab Dokier Ahdoer Rahem.
Dalaw: melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads avat (1), Sab
Bagjan Kepegawaian menyelenggarakan fungst -
a.  pelaksanasn administrasi kepegawainn, yaitn pengefolaun surat-
kepepawaian;
pengelolasn dan adrrintsrasi pendidikan dan pelatinan;
petumusan rencana kebutuhan dan evaluasi pencmpatan pegawai;
d.  penyiapan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas dan

L

e

o

pengisian formasi jabatan;
.  penyiapan perlimbangan mutasi pegawai;
. pelaksanaan kegiatan ketatsosahann:
g pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Tata
Usuha; dan

h. pala]_;sanaaumgaskedjmsanlainmgdﬂaaikmuldlﬁcpala
Bagian Tata Usaha sesuat dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 3
Sub Boayian Perepcanaan, Evalaasi dan Felapoman
Pasal 12

Sub Bagtan Perencansan, FEwalwasi dan  Pelaporsn  sebagmmana
dimaksud dalam Pzsal 5 hoeruf b ogngka 7 memponysf  tugas
melakzanaksm  den  mengkcordinasiken  perencanasn  program
pembanguman  keschatan, penyusuman anpesran serta evaluasi dan
pelaporan di lingkunpan Fumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer
Rahem.

Dalam melalssnakar tupas sebagaama dimadisud pada ayat {1), Sob

Bagisn Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelengparakan fungsi ;

a. pembuoatan Rencana Stratepis Rumah Sakit Umum Paerab Dokter
Abdoer Fahemn;

b. penpampulan, pengolahan dan penganasfisaan  data  wnduk

panyusunan perencarssn dan smegaran peostan kogtatan Rievah
Saikit Umum Daergh Dokter Abhdoer Rabem;

¢.  pelaksanaan cvaluasi kegiatan dan angpgaran kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Dokler Abdoer Rahem;

d.  pengkompilasian dan penyusunan laporim hasil pelaksanaan
program: dan kegiaton pelayanon df Rumah Sakit Phwee Docrgh
Dakter Abdoer Rahem untuk penyusuean lzporan akimtentabilitas
dan laporan tahunan;

e. pelaksonasn kematan kctmausataan;

f.  pelaporan hasil pelaks:masan tugas kepada Kepala Bagian Tata
Usaha; dan

g pelaksannan tugns kedinesan fain yang diberikan olch Kepala
Bagian Tata Usaha sesuai dengun ugas dan funpsinya

Bagian Kctiga
BIDANG PELAYANAN
Pazal 13

Bidang Pelayanan mempunyai tupas membantu Direkior dalam melaksanakan

Tugasy pemanauan, pengawasen, pengendalisn, pengkoovdinasion pelayanan
medis dan keperawatan.

Pasal 14

Dalam melaksannkan tupas sebagaimana disnaksud dalam Pusal 13, Bidang
Pelayanan mewyelenpgarakan funesi |

a.
b.
cl

@~ R

penyusunan rencana kebatuhan pelayanan medik dan keperawaman:
penyusunan rencana kegiatan dan target kinerja:

pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanuan  kepiatan
pelayanan medis dan pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Jalan,
Instalasi Gawat Daruras, Insinlasi Bedab Sentral, Yreanlasi tniensive Care
Unit dan Instlast Hemodialisa;

pelaksanaan pembtestin evaluasi dan pelaporm kegintas:

pelaksanaan kegiatan ketatsusahaan:

pelaporan hasil pelaksanaan tugas: dan

pelaksanaen tupas kedinamon iain yany diberikean obeh Direktar,



(N

(2)

(1

(2

Paragral !
Sekai Medis
Pasal |5

Seksi Medis sehagaimana dimaksud dalan Pasal 5 bumf ¢ angka |,
meayrnyel tegas melaksanakan schagian tuges Bidimg Melayaoao -:fr
ndang medis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekst

Medis menyelengparakan fungsi :

8. penyusunan program kerja, rencanz kebutubhan yang berkaitan
dengan kegiate pelayanan mmedis di Instnlasi Rawat Inap, Rowat
Jalan, Instalaei Geanaat Dlamrat, Instalasi Bedah Sentral, Instalass
Mntenrive Care [eir dan Instalast Hemodialisa:

b. pemantavan dan pengawasan pengpgunasn fasilitas pelayanan, serta
kegiatan pelayaran medis;

¢.  pemberian masukan dalam ranpka penyusunan fencans AnSparan
Bumah Sakit Umnem Daersb Dokter Abdoer Rahem: kbususnya
vang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis;

d.  pelaksanaan evaluast penyerapan sngparmn bulanan vang dikclola
olch Seksi Medis:

e. pengkvonlmasian  pemakaim  dsn  pemeltumaen  peralalan
kedokteran /keschatan;

I pengowasan serls pengendaliom  penerimagn den peroulangan
pasien;

g. pelaksapsan evaluasi dan pembinamm  terhadap  pelaksumoam
kegistan pefayanan medis;

h.  pelaksannan kegiatan ketatausahaan;

i.  pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepads Kepala Bidang
Pelayamm;, dan

j.  pelaksamaun tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kcopala
Bidang Pelayanan sc3uai rugas dan fungsinya.

Paragraf2
Seksi Keperawatan
Pasal 16

Seksi Keperswatan dimsksud dalam Pasal 5 hunef ¢ angks 2,
rempryal hugas melakyamakan sebagian tugas Bidany Pelayanoan dff
bidang keperawatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Seksi
Keperawatan menyclengparakan fumpsi

a. pembinaan Sumber Daya Mamesia {SDM) Kcperawatan;
pelaksanaan Asuhan Kcperawatan,

peiaksanaan Logistiks

petaksanaan etatansadaan;

polaporan  basil pelaksanaan tugasnyx kepada Kepala Bidang
- Pelayanan; dan

f pelaksanaan tugas kedinasan Iain yang diberiken olek Kepala Bidang
Pelayanan scsuai dengrin tugas dan fongsinya.

£ fue o



Hagian Kceesmpat
BIDANCG PENUNJANG
Pasal 17

Ridung Fenenjanyg mempunyai tegas membanta Dircktur dalam melaksanaken
fugas permaniivan, permgawasan, pengemdshan, pemglkoondinasian polayatan
penunjang medik dan non medik.

Pasal 138

Dalam mclaksanakan tugna sebapaimana dimaksud dalam Pasal 17, Fdang
Penunjuny rosevelengoarakan fongst :

a

b.

I

(1)

(2

penyusunan rencana kebutuhan pelayanan peonunjang medik dan nom
meilik;

penyusungn rencana kegiatan dan target kinerja;

pengawasan, pengenduliun, penghoordimasian pelaksanaan  kegiatan
pelavanan pemunpang medik das non medik;

pelaksanaan pernbuatan cvalnasi dan pelaporan kegiatan;

pelaksanaan kegiatan ketatavnsahaan,

pelaporan hasfl pelaksanasn tugas; dan

pelaksanaan tegas ledinasan fain yang diberikan oteh Divektur.

Paragraf 1
Sehsi Penunpange Medss
Pasal 19

Seksi Penonjang Medis sebagaimana dimagksud dalam Pasal 5 bunal' d
angka 1, mempunya s molaksanakan sebwpian figas Bidenp
Permnjang di hideng peswoyang medis, yang mcliputi Instalasi
Laborstorium, Instalasi Radiologi, Tnstalasi Farmasi/Apetek, Instalasi
Peredasaraan Jenazal dan Ambwians.

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksnd. pada ayst (1), Seksi

Vemamang Meadis menyclenpparakan fimesi

a. penyusuoan program kera, rencanz kebutuhan yang beckallan
dengan kegiatun  peluyanan medis di Instalasi  Tabomtorium,
instatasi  Radiolopi, TnstHasi  FarmasifApotik,  nsmiasi
Fomulasaraan, Ferrasah/Forensik:

b. penviapen bahas penyussnan resesns angeasss Rumal Sakic
khususnya vang beckaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang
medik;

¢. pengkoordinasian  pomaksian  dan  pomelibarsan perafatan
kesghatam di seiunth instalasi penunjang medik;

d. pelakzanammn evabuast penverspan anpparan bubsmas vame dikefola
oleh Seksi Pennnjang Medik;

e. pelsksanaan evaluinsi dan pembinesn terhadap pelaksanaan
kegiatan pelavarm perurgang, rredis:;

f.  peiaksanaan kegiatan ketataugahasn;

g hposm basit pelbsonasn tugasnva kepads Kepaln Bidane
I'erurjang: dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yanp diberikan oleh Kepala
Thdang Penmniang sesuai dengan tugas dan fungsioya.
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143

Paragraf 2
Seksi Penunjang Non Medis
Pazal 20

Seksi Penunjang Mon Medis sebagaimena dimaksud dalam Pasal 5 huruf
d amgke 2, mempunyxi tagas meleksanaksn schagian tugas Bidang
Penunjang di bidang penunjang non medis yang meliputi - Instalasi Gizi,
Instalasi Pemelitaraan Sarana, Ibstalasi Sanitasi Linglongan, Instalasi
Rekan Medik dan Lawndry.

Dalam melaksanakan fugas schagaimana dimakswd pada ayat (1), Seksi

Penumiang Non Medis menyclenggarakan fimgs :

a. penyusunan program kerja, repcana kebutuhan yang berkaitan
denpan kegiatun pelayanan di Instatasi Gizi, Instalasi Pemgliharaan
SRarana, Instalasi Sanfiasi dan [nstalasi Rekam Medik;

b. penyuspan bahan penyusuman cencana anggaran Rumah  Sakit
khasusnya yvany berkaitan dengat keorstan prebyy S0 pesi sy 1o
medik;

¢. pengkoordinasian pexnakaian dan pemelibaman peralatan kesehatan
di seluruh instalasy penunjane non medik;

d pelaksanaanevaluasi dan pembinasn terbadap pelaksanaan kegiatan
pelavanan pemmang non medik:

e. pelaksanaan keiatans=hann;

i pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepalu Bidang
Penuwnjang, dan

g pelaksanaan magas kedinasan lain yang diberikam oleh Kepala Bidang
Bagian Kelima
BIDANG KEUANGAN
Pasal 21

Bidang Keuanpan mempunyai tugas metibantu Direkiur dalam melaksanakan
tugas pengkoordinasian pemantauan, peagendalian den evaluasi pengelolaan
keuangan Rumnah Sakit Umumn Daersh Dokter Abdoer Rahem.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang
Keuangan menyelenggarakan funps: :

a.
b.

=

S Mmoo

kb

Peayusunan rencana kebutuhan di bidang keuangan;
Penyusuman rencana kegiatan dan targel kinerja;

pengkoordmasian, pepgendatisr dan evaluasi pelaksonmen kegiatan
pengelalaan keuanpan:

pengeloluan pendapatan Rumah Sakit Umem Daerah Dokter Abdoer
Rahem;,

pelaksanann verifikasi kowsmgan:

penyusunt laporan akutansi dan evaluas kenangan:
pelaksanaan kegiatan ketatausaham;

pelaporan busil pelaksanaan tapas; dan

pelakasanasm tagas kedinnsom lain yeng diberikan oleh Diveltyy.
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Paragraf 1
Sefsi Perbendabaraan
Pasal X3

Seksi Perbendaharssn sehagaimana dimaksud dalem Pasuf 5 haruf e
angka I, mcmpunyat tugas melakeanaksn schepian tugas Hidang
Keuangan di bidang perbendabaraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Perhendaharaan menyelenygerakan fungsi :

a.  pengkapian dan pengevaluasian rencame belanja sesuai sumber
dava dan potenst serta realisest anggaramn;

b, penyysunan rencana belanja dalam rangka penetapan plafon
ENZEAaran;

c.  penelitian belanjn nstin dan daftar gaji sesuai dengan plafon yang
telah ditetapkan;

d  pelakswame pembayams gl dan  penpelolzan  administrasi
keuangan baik rtin maupun pembangunai ;

e penelitian dan pengevaluasian realizasi belanja berdasarkan SPI,
dalame upays mwengetand pemenubem taeet dan pengendalian
pembetanjaan;

f.  penyusunan pembukuan den adrvinistrasi keusngan dalam rangks
textib administrasi;

g. pelaksanaan kelataasahaan;

h.  pelaporan basil pelakeanasn tagaenya kepada Kepala Bidang
Kcuangan; dan

i.  pelaksamaan (ugas kedinasan lain yang diberikan olch Kepala
Bidang K cuanpan sesual dengan mgas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengelolaan Dana lotern
Pasal 24

Seksi Pengelolaan Dana Intern sebagaimans dimaksud dalum Pasal 5
huruf ¢ angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sehagian tugas Bidang
Keuangan di hidang pengelolasn dana intern.

Ihlamuae]aksamkmmgassebagajmamdi:mksmipadaam {1), Seksi

Pengelolaan Dang Intern menyclenggarakan fonesi |

3 penyusunan rencans pendapatan Rumah Sakit Umum Dagrah
Dokter Abdocr Rahem;

b.  pertanggung jawabam atas pelaksangan atau pengawasan terhadag
peitgelolaan pendapatan Rumah Sakit [fonum Deerah  Dokter
Abdoer Rahem;

¢.  pelaksamman penagifran ke perusahaun mstitosi, Askes dan prhak-
pihak lainnya ;

d. pcmbagian jasa pelayanan Rumah Spkit Unpum Daerah Dakier
Abdoer Rahem;

€.  pertanggenggawaban atas pendapatan Rumah Sakit Umiern Dacrah
Dokter Abdoer Rahem:

f.  pelaksanaan ketatavusahsam;

& pelaporan hasil pelaksansan fugasnya kepada kepala Bidanp
Keuangan; dan
pﬁ_&laksanaan tugas kedinasan laim yang diberikan oleh Kcpala
Bidang Keuargan scsuai dengan mpas dan fungsinya.
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KETENTUAN PENUTUP

Pasul 25
Dengen berlalninya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 65 Tahun 2008 tentang Urnian Toegas dan Fungsi Hwmah Sakit Umum
Dacrah Kabupaten Sitibondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Pereturan Bupati ind mulai berlaku pada tangpml divmdangkan.

Agar seliap orang depat mengelabuinya, memerintahkan pengunidangan
Peraturan Bupati ini dengun penempatannya dalam Berile Dacrah Kabupaten
Situbondo.

Diundangkan di Situbondo
padatanggal? ) MAY 2010

PH. SEXRETARIS DAERAH
KABUFPATEN SITUBOND,

Pembina Ttamz Muda
NIP. 19570104 196383 1010

BERITA DAFRAH KABUPATEN SITUBONTM} TAHUN 2016 NOMOR 63
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